LAMPIRAN X :  PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2027







KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga
kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program,
kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi
seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat
dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam
menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, Juli 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batam

a i

Riama Maftrung,’S.H.,M.H
NIP 197005151997032001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang
ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana

pembangunan daerah.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana
pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan
daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat

Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini
memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan pemerintahan
umum, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan
melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS).

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur

sebagai berikut:



a. Persiapan penyusunan Renja

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja

c. Penyusunan Rancangan Renja

d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja

f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program
dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan,
kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang

menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD
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Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renja
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1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus

disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan
Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang
merupakan dokumen perencanaan S5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat
Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan S (lima)
tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman
dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan

lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
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Sistem Perencanaan Pembangunan

1.2. Dasar Hukum
Adapun yang menjadi Dasar hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 39);
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun

2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1632);



14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027, dan memberi gambaran
perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di
Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dengan
tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam

dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa
gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah
Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai
strategis Renja Perangkat Daerah.

2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah
produk hukum.

3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab

dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025
(capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).



3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi
lingkungan dinamis.

4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.

5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menjelaskan:
1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib
sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang
dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan

kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun
berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan
subkegiatan.

2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk
pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian
target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan

tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:
1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah Tahun 2025.



2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun
2025

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Batam memiliki lima Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari
keseluruhan indikator tersebut, empat indikator (80%) memperoleh
status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan satu indikator (20%) memperoleh
status Sangat Rendah (SR). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara
umum pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu mendukung
pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, meskipun masih
terdapat indikator yang memerlukan peningkatan kinerja.

Indikator Angka Konflik yang Terfasilitasi memperoleh capaian
sebesar 91,17% dengan status Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan
bahwa upaya fasilitasi penyelesaian konflik sosial telah dilaksanakan
secara efektif melalui koordinasi, mediasi, deteksi dini, dan sinergi dengan
berbagai pemangku kepentingan sehingga stabilitas keamanan dan
ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Indikator Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang
mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
memperoleh capaian sebesar 42,10% dengan status Sangat Rendah (SR).
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum mampu
menjangkau seluruh sasaran yang direncanakan. Oleh karena itu,
diperlukan langkah-langkah perbaikan melalui peningkatan jumlah
kegiatan, perluasan cakupan peserta, penguatan koordinasi lintas sektor,
serta optimalisasi metode pelaksanaan agar target akhir RPJMD dapat
tercapai.

Indikator Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina
mencapai 104% dari target yang ditetapkan sehingga memperoleh status
Sangat Tinggi (ST). Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan
pembinaan politik kepada masyarakat dan partai politik dalam
meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

Indikator Persentase konsolidasi kerukunan antaragama mencapai
100% dengan status Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut mencerminkan

terpeliharanya kehidupan masyarakat yang harmonis melalui koordinasi



dan pembinaan yang berkelanjutan bersama Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB), tokoh agama, dan instansi terkait.

Indikator Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR)
memperoleh capaian sebesar 97,33% dengan status Sangat Tinggi (ST).
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa  program  pencegahan
penyalahgunaan mnarkoba melalui pembentukan dan pembinaan
Kelurahan Bersinar telah berjalan dengan baik melalui kolaborasi
bersama Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, pemerintah

kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025

No. Indikator Satuan Baseline | Target | Realisasi | Capaian | Status | Target
Kinerja 2024 Capaian | Capaian | Kinerja | Kinerja | Kinerja
Utama 2025 2025 (%) RKPD Pada
2025 Akhir
Periode
RPJMD
(2029)

1 Angka Konflik | Konflik 34 31 91.17% | ST 187
yang Konflik | Konflik Konflik
terfasilitasi

Persentase Persentase 9595 40% 42.10% | SR 96%
masyarakat
sasaran dan
ASN yang
mendapatkan
penguatan
ideologi
Pancasila dan
Wawasan
Kebangsaan

Persentase Persentase 90% 94% 104% ST 95%
masyarakat
dan partai
politik yang
dibina

Persentase Persentase 100% 100% 100% ST 100%
konsolidasi
kerukunan
antar agama

Persentase Persentase 89.9% 87.5% 97.33% | ST 96%
Kelurahan

Bersih
Narkoba
(BERSINAR)

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025-2029
serta arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Batam Tahun 2027, diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
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Batam tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan sebagai
indikator kinerja perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran
kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam difokuskan pada
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program, dan indikator
kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis
perangkat daerah.

Dengan tidak adanya Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi target
kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada Tahun 2025,
maka evaluasi terhadap capaian IKK tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu,
pada dokumen Renja Tahun 2027 tidak disajikan analisis capaian maupun
tingkat keberhasilan IKK. Evaluasi kinerja perangkat daerah tetap dilaksanakan
melalui pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program,
serta indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagai dasar pengendalian,
evaluasi, dan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025

No. | Indikator | Satuan | Baseline | Target | Realisasi | Capaian | Status Target
Kinerja 2024 Capaian | Capaian | Kinerja | Kinerja Kinerja
Kunci 2025 2025 (%) RKPD Pada

2025 Akhir
Periode
RPJMD

N | (2029)
NfHﬂL
w

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023-2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam tidak memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena urusan
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bukan merupakan urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, capaian kinerja perangkat
daerah diukur melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selama periode 2023-2025,
pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang ditetapkan, ditunjukkan
dengan terlaksananya fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan
partisipasi politik masyarakat, penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta upaya pencegahan dan penanganan
potensi konflik sosial. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Badan
Kesbangpol terus mengalami peningkatan dan mendukung terwujudnya stabilitas

politik, keamanan, dan kerukunan masyarakat di Kota Batam.
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Tabel 2.3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Bidang Urusan/Jenis Satuan Realisasi

No Pelayanan/Indikator 2023 2024 2025

NIHIL

2.3. Rumusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan
subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik serta sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun
berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir Tahun 2025.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah
berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator program dan
kegiatan yang mampu mencapai target bahkan beberapa di antaranya melebihi

target yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025

sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Indeks Pelayanan Kesekretariatan mencapai 100% dari target, sedangkan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 70,64 dari target 72,50
atau mencapai 97,43%. Sebagian besar kegiatan administrasi keuangan,
administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pengadaan barang milik
daerah, serta pemeliharaan barang milik daerah juga menunjukkan
tingkat realisasi yang tinggi.

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan secara
umum berhasil mencapai target program sebesar 100%. Namun
demikian, pada beberapa subkegiatan masih terdapat capaian yang
belum optimal, seperti pelaksanaan koordinasi bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan yang mencapai 62,67% serta kegiatan

pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga yang mencapai 24%.
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Sementara itu, kegiatan pembentukan Paskibraka dan pembinaan
Purnapaskibraka berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik,
indikator persentase pendidikan politik berhasil mencapai target sebesar
100%, sedangkan ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
bantuan keuangan partai politik bahkan melampaui target dengan tingkat
capaian sebesar 103%. Seluruh kegiatan sosialisasi pendidikan politik
dan monitoring evaluasi juga terlaksana sesuai target.

. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
menunjukkan capaian yang cukup baik. Meskipun indikator program
mencapai sekitar 88,17% dari target, kegiatan penyusunan rekomendasi
kebijakan justru melampaui target dengan tingkat capaian sebesar
111,76%. Adapun kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
masih mencapai sekitar 82% dari target peserta yang direncanakan.

. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan
Budaya, indikator kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, dan agama mencapai 105% dari target,
sedangkan seluruh kelurahan sasaran berhasil mempertahankan
keberadaan Satgas Kelurahan Bersinar dengan tingkat capaian 100%.
Namun demikian, kegiatan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan
kerukunan umat beragama masih mencapai sekitar 83,78% dari target.

. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas
serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial menunjukkan hasil yang baik.
Indikator rekomendasi hasil koordinasi mencapai 117% dari target,
sedangkan persentase masyarakat yang memperoleh pemahaman
mengenai kewaspadaan dan deteksi dini mencapai 113%. Meskipun
demikian, sub kegiatan penyusunan bahan rumusan kebijakan masih
terealisasi sebesar 80,43% dan kegiatan koordinasi bidang kewaspadaan

nasional mencapai 85,40%.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian

besar program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2025 telah terlaksana sesuai

dengan target yang direncanakan. Beberapa indikator bahkan menunjukkan

capaian yang melampaui target, sedangkan indikator yang belum mencapai

umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan waktu pelaksanaan,

penyesuaian jadwal kegiatan, tingkat partisipasi peserta, serta faktor teknis
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dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan dalam
penyusunan Renja Tahun 2027, khususnya melalui peningkatan efektivitas
perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi dengan
para pemangku kepentingan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi agar

target kinerja perangkat daerah dapat tercapai secara lebih optimal.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana

tersebut dalam tabel dibawah ini.
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Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang . ; Program dan P
. Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome) / (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat S . Kegiatan s/d S
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Umum
Bidang Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik
Program : PROGRAM 78.50 - 72.50 70.64 97.43 74.20 144.84 92.25%
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN Nilai SAKIP PD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indeks Pelayanan 95 - 95 95 100 95 190 95
Kesekretariatan
PD
Kegiatan: Persentase 100% - - - - 100% 100% 100%
Perencanaan, dokumen
Penganggaran, dan perencanaan,
Evaluasi Kinerja penganggaran,

Perangkat Daera

dan evaluasi yang
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
tersusun sesuai
dengan tahapan
dan waktu
Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen 15 Dokumen - - - - 2 Dokumen 2 Dokumen 13.33%
Perencanaan Perangkat | Perencanaan
Daerah Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 20 Laporan - - - - 3 Laporan 3 Laporan 15%
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
. Persentase 100% 100% 95% 95% 100% 195% 97.5%
Kegiatan : egawai van
Administrasi peg . yang
menerima layanan
Keuangan Perangkat . .
administrasi
Daerah
keuangan
Sub Kegiatan : Jumlah orang yan
Penyediaan Gaji dan ) %3(; g 336 51 46 75 400 52 98 .
Tunjangan ASN menerima gaji dan orang/bulan orang/bulan orang/bulan 5.40% orang/bulan orang/bulan 29.16%
tunjangan ASN
Penyediaan Jumlah Dokumen 72 Dokumen - 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 24 Dokumen 33.33%
Administrasi Hasil Penyediaan
Pelaksanaan Tugas Administrasi
ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
Kegiatan Administrasi | Persentase ASN 12% - 13% 13% 100% 12% 25% 104%
Kepegawaian yang ditingkatkan
Perangkat Daerah kompetensinya
Sub Kegiatan: Jumlah Paket 285 Paket - - - - 45 Paket 45 Paket 15.78%

Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Sub Kegiatan: Jumlah Pegawai 39 orang - 6 orang 6 orang 100% 6 Orang 12 Orang 30.76%
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang
Berdasarkan Tugas Mengikuti
dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
Kegiatan : Persentase 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Umum pemenuhan
Perangkat Daerah pelayanan umum
perkantoran
Sub Kegiatan : Jumlah Pak 5 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 40%
Penyediaan Komponen kum ah rax et lasi
Instalasi Listrik/ l.orr{ionen instalasi
Penerangan Bangunan istrik/ penerangan
Kantor bangunan kantor
yang disediakan
Sub Kegiatan : Jumlah paket 34 Paket - 6 Paket 6 Paket 100% 4 Paket 10 Paket 29.41%
Penyediaan Peralatan peralatan dan
dan Perlengkapan perlengkapan
Kantor kantor yang
disediakan
Sub Kegiatan : Jumlah Paket 600 Paket - - - - - - -
Penyediaan Bahan Bahan Logistik
Logistik Kantor Kantor yang
Disediakan
Sub Kegiatan : Jumlah paket 10 Paket - 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 4 Paket 40%

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

barang cetakan
dan penggandaan
yang disediakan
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 i} Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Jumlah laporan -
Sub Kegiatan : penyelengggraap
Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi
Koordinasi dan konsultasi 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 24 Laporan 100%
dan Konsultasi SKPD SKPD
Persentase 100% - 100% 100% 100% 100% 200% 100%
Kegiatan : Pengadaan | realisasi
Barang Milik Daerah pengadaan barang
Penunjang Urusan milik daerah
Pemerintah Daerah sesuai rencana
kebutuhan
Sub Kegiatan : Jumlah Paket 200 Unit - 35 Unit 35 Unit 100% 52 Unit 87 Unit 43.5%
Pen adeglan Me.bel Mebel yang
g disediakan
Sub Kegi Jumlah Unit 125 Unit - 13 Unit 13 Unit 100% 34 Unit 47 Unit 37.6%
ub Kegiatan : Peralatan dan
Pengadaan Peralatan . .
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya
yang Disediakan
Jumlah Unit 2 Unit - 1 Unit 1 Unit 100% - 1 Unit 50%

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
yang Disediakan
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Jumlah Unit 1 Unit - - - - 1 Unit 1 Unit 100%
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas
Dinas Operasional atau | Operasional atau
Lapangan Lapangan yang
Disediakan
Jumlah Unit 1 Unit - - - - - - -
Sarana dan
Pengadaan Sarana dan | Prasarana
Prasarana Pendukung Pendukung
Gedung Kantor atau Gedung Kantor
Bangunan Lainnya atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
Kegiatan : Penyediaan | Persentase 100% - 100% 100% 100% 100% 200% 100%
Jasa Penunjang realisasi
Urusan Pemerintahan | penyediaan jasa
Daerah penunjang sesuai
perencanaan
Sub Kegiatan : Jumlah Laporan 72 Laporan - 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 24 Laporan 33.33%

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan

Listrik yang
Disediakan
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Sub Kegiatan : Jumlah laporan 78 Laporan - 12 Laporan 12 Laporan 100% 13 Laporan 25 Laporan 32.05%
Penyediaan Jasa penyedia jasa
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Kantor Kantor yang
disediakan
Kegiatan : Persentase Barang 100% - 100% 84% 84% 100% 184% 92%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang
Milik Daerah dipelihara dan
Penunjang Urusan berfungsi dengan
Pemerintahan Daerah | baik
Sub Kegiatan : 2 Unit - 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 2 Unit 100%
: Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa .
. . Perorangan Dinas
Pemeliharaan, Biaya
. atau kendaraan
Pemeliharaan dan .
. dinas Jabatan yang
Pajak Kendaraan A
. dipelihara dan
Perorangan Dinas atau .
. dibayarkan
Kendaraan Dinas aiaknva
Jabatan pajaknya.
Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan 8 Unit - 3 Unit 3 Unit 100 3 Unit 6 Unit 75%
Penyediaan Jasa dinas operasional
Pemeliharaan, Biaya atau lapangan
Pemeliharaan, Pajak, yang dipelihara
dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya.
Lapangan
Sub Kegiatan : 70 Unit - 70 Unit 37 Unit 52.85% 76 Unit 113 Unit 56.5%
. Jumlah Peralatan
Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin
Lainnya

dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara

20




Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
PROGRAM : Persentase 100% - 100% 100% 100% 100% 200% 100%
PENGUATAN Kebijakan
IDEOLOGI Ideologi Pancasila
PANCASILA DAN dan Karakter
KARAKTER Kebangsaan yang
KEBANGSAAN Dilaksanakan
Kegiatan : Perumusan . 40 Dokumen - 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 7 Dokumen 13 Dokumen 32.5%
. . Kebijakan
Kebijakan Teknis dan .
Ideologi dan
Pemantapan
. Karakter
Pelaksanaan Bidang
. . Kebangsaan yang
Ideologi Pancasila dan dihasilkan
Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan: Jumlah Orang 780 Orang - - - - - - -
Pelaksanaan Kebijakan | yang Mengikuti
di Bidang Ideologi Pelaksanaan
Wawasan Kebangsaan, | Kebijakan di
Bela Negara, Karakter Bidang Ideologi
Bangsa, Pembauran Wawasan
Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bela
Tunggal Ika dan Negara, Karakter
Sejarah Kebangsaan Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan
Sub Kegiatan : Jumlah orang yang 1.380 orang - 300 Orang 225 Orang 62.67% 300 Orang 525 Orang 38.04%
Pelaksanaan mengikuti

Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela

koordinasi di
bidang ideologi
wawasan
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Negara, Karakter kebangsaan, bela
Bangsa, Pembauran negara, karakter
Kebangsaan, Bineka bangsa,
Tunggal Ika dan pembauran
Sejarah Kebangsaan kebangsaan,
bhinneka tunggal
ika, dan sejarah
kebangsaan
Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga 1.685 - 600 Keluarga 144 Keluarga 24% 600 Keluarga 744 Keluarga 44.15
Pembentukan dan yang Mengikuti Keluarga
Penumbuhan Karakter | Pembentukan dan
Keluarga Melalui Penumbuhan
Peningkatan Karakter Keluarga
Kesadaran Melalui
Masyarakat akan Peningkatan
Pentingnya Kesadaran
Penghayatan dan Masyarakat Akan
Pengamalan Pancasila Pentingnya
dalam Semua Aspek Penghayatan dan
Kehidupan Pengamalan
Bermasyarakat, Pancasila dalam
Berbangsa dan Semua Aspek
Bernegara Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara
Bernegara
Sub Kegiatan : 310 Orang - 50 Orang 50 Orang 100% 60 Orang 110 Orang 35.48%

Pembentukan
Paskibraka

Jumlah Paskibraka
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Sub Kegiatan: Laporan Hasil 17 Dokumen - 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 3 Dokumen 5 Dokumen 29.41%
Pembinaan Lanjutan Pembinaan
kepada Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta | Purnapaskibraka
Pancasila Duta Pancasila
Sub Kegiatan: Laporan Hasil 115 Dokumen - - - - 25 Dokumen 25 Dokumen 21.73%
Pelaksanaan tugas Pelaksanaan Tugas
Purnapaskibraka Duta | Purnapaskibraka
Pancasila Duta Pancasila
PROGRAM: 95% - 95% 100% 100% 95% 195% 102%
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POLITIK DAN Persentase
LEMBAGA endidikan politik
PENDIDIKAN e P
MELALUI Zila%:sanakan
PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
Kegiatan : Perumusan 82 Kegiatan - 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100% 14 Kegiatan 26 Kegiatan 31.70%
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang 1. Jumlah
Pendidikan Politik, sosialiasi
Etika Budaya Politik, | pendidikan politik
Peningkatan yang
Demokrasi,Fasilitasi dilaksanakan
Kelembagaan
Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

Urusan/Bidan Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target ProngfrfElan
Urusan Pemerin ta%'lan Program Program Kinerja Hasil K% iatan Realisasi
Kode Daerah dan (Outcome)/ (Renstra Program dan Realisasi (1§en'a Capaian Tingkat
Program /Kegiatan /Sub Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja Renia Tinckat Peran Jkat) Program dan Ca gaian
g Ke ia%can /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat PeranJ Kat Realgi;sasi Daerah %Fahun Kegiatan s/d Reaplisasi
g Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun Daerah ,‘% ahun (%) (n-1) 2026 Tahun Tareet
2029 (n-2) 2025 o Berjalan g
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik
2. Persentase 86% - 80% 83% 103% 80% 160% 80%

ketepatan dan
kesesuaian
laporan
pertanggungjawab
an partai politik
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Sub Kegiatan : 7.700 orang 165 Orang 165 Orang 100% 195 Orang 40 Orang 21%
Pelaksanaan Kebijakan | Jumlah orang yang
Di Bidang Pendidikan mengikuti
Politik, Etika Budaya Pelaksanaan
Politik, Peningkatan Kebijakan di
Demokrasi, Fasilitasi bidang Pendidikan
Kelembagaan Politik, Etika
Pemerintahan, Budaya Politik,
Perwakilan dan Partai Peningkatan
Politik, Pemilihan Demokrasi,
Umum/ Pemilihan Fasilitasi
Umum Kepala Daerah, Kelembagaan
serta Pemantauan Pemerintahan,
Situasi Politik Di Perwakilan dan
Daerah Partai Politik,
Pemilihan Umum/
Pemilihan Umum
Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
Sub Kegiatan : Jumlah laporan 73 Laporan 11 Laporan 11 Laporan 100% 15 Laporan 6 Laporan 40%
Pelaksanaan Hasil Monitoring,
Monitoring, Evaluasi Evaluasi dan
dan Pelaporan di Pelaporan di
Bidang Pendidikan bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Etika
Politik, Peningkatan Budaya Politik,
Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan
Kelembagaan Demokrasi,

25




Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Pemerintahan, Fasilitasi
Perwakilan dan Partai Kelembagaan
Politik, Pemilihan Pemerintahan,
Umum/ Pemilihan Perwakilan dan
Umum Kepala Daerah, Partai Politik,
serta Pemantauan Pemilihan Umum/
Situasi Politik di Pemilihan Umum
Daerah Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
PROGRAM : Persentase 93% 85% 82% 88.17% 87% 41.58% 48%
PEMBERDAYAAN DAN | peserta
PENGAWASAN pemberdayaan
ORGANISASI dan pengawasan
KEMASYARAKATAN Organisasi
Kemasyarakatan
Kegiatan : Perumusan | Jumlah 224 34 38 111.76 40 13 32%
Kebijakan Teknis dan | Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi | Rekomendasi % Rekomendasi | Rekomendasi
Pemantapan Kebijakan Bidang
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan
Pemberdayaan dan dan Pengawasan
Pengawasan Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakatan yang
dilaksanakan
Sub Kegiatan: Jumlah orang yang 6.030 orang 400 Orang 328 Orang 82% 3.430 Orang 284 Orang 8%
Pelaksanaan Kebijakan | mengikuti
dibidang Pendaftaran Pelaksanaan
Ormas, Pemberdayaan | Kebijakan di
Ormas, Evaluasi dan Bidang
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Mediasi Sengketa Pendaftaran
Ormas, Pengawasan Ormas,
Ormas dan Ormas Pemberdayaan
Asing di Daerah Ormas, Evaluasi
dan Mediasi,
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing
di Daerah
PROGRAM : 1. Persentase 98% 95% 100% 105% 95% 57% 60%
PEMBINAAN DAN Kebijakan
PENGEMBANGAN Pembinaan dan
KETAHANAN Pengembangan
EKONOMI, SOSIAL, Ketahanan
DAN BUDAYA Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
agama yang
dilaksanakan
2. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89%
Kelurahan dengan
Satgas Kelurahan
Bersinar aktif
50 Kelurahan | 50 Kelurahan 100% 64 Kelurahan | 57 Kelurahan 89%

Kegiatan : Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan

Ekonomi, Sosial dan
Budaya

1. Jumlah
Kelurahan yang
Memiliki Satgas
Kelurahan Bersih
dari Narkoba
(Bersinar)

64 Kelurahan
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
2. Persentase 84% 64% 66% 103% 34% - -w
Ketahanan
keluarga yang
difasilitasi
Sub Kegiatan : Jumlah orang yang 2.250 orang 1.387 Orang 1.162 Orang 83.78% 1.754 Orang 297 Orang 17%
Pelaksanaan mengikuti
Koordinasi di Bidang koordinasi di
Ketahanan Ekonomi, bidang Ketahanan
Sosial, Budaya dan Ekonomi, Sosial,
Fasilitasi Pencegahan Budaya dan
Penyalagunaan fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi pencegahan
Kerukunan Umat Penyalahgunaan
Beragama dan Narkotika,
Penghayat Fasilitasi
Kepercayaan di Daerah | Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM : Persentase 90% 85% 100% 117% 85% - -
PENINGKATAN Rekomendasi
KEWASPADAAN Hasil Pelaksanaan
NASIONAL DAN Koordinasi Bidang
PENINGKATAN Kewaspadaan
KUALITAS DAN Nasional dan
FASILITASI Peningkatan
PENANGANAN Kualitas dan
KONFLIK SOSIAL Fasilitasi

28




Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Penanganan
Konflik Sosial
Kegiatan : Perumusan | 1. Rekomendasi 105 18 18 100% 20 - -
Kebijakan Teknis dan | forum Rekomendasi Rekomendasi | Rekomendasi Rekomendasi
Pelaksanaan kewaspadaan dini
Pemantapan dan penanganan
Kewaspadaan konflik sosial di
Nasional dan daerah
Penanganan Konflik 2. Persentase 85% 75% 85% 113% 85% - -
Sosial Masyarakat yang
mendapatkan
pemahaman
Kewaspadaan dan
Deteksi Dini
Sub Kegiatan : Jumlah kebijakan 260 Dokumen 46 Dokumen 37 Dokumen 80.43% 37 Dokumen 11 Dokumen 30%

Penyusunan Bahan
Rumusan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantaun
Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitas
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

di bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama
Intelijen,
Pemantauan orang
asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
negara, Fasilitasi
Kelembagaan
bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
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Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraaan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Target
Urusan/Bidang L ; Program dan P
- Program Program Kinerja Hasil . Realisasi
Urusan Pemerintahan Kegiatan .
(Outcome)/ (Renstra Program dan L . Capaian .
Kode Daerah dan . . Realisasi (Renja Tingkat
. Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Target Renja . . Program dan .
Program /Kegiatan/Sub . - Renja Tingkat Perangkat) ; Capaian
. /Sub Kegiatan (Sub Daerah) Kegiatan s/d Perangkat . Kegiatan s/d .
Kegiatan Perangkat Realisasi | Daerah Tahun Realisasi
Output) Tahun 2025- | Tahun (n-3) 2024 | Daerah Tahun o Tahun
Daerah Tahun (%) (n-1) 2026 . Target
2029 (n-2) 2025 Berjalan o
(n-2) 2025 Renstra (%)
(tahun n-1)
2026
Konfik di daerah
yang disusun
Sub Kegiatan : Jumlah orang yang 2.560 Orang 515 Orang 438 Orang 85.4% 65 Orang 4 Orang 6%
Pelaksanaan mengikuti
Koordinasi di Bidang koordinasi di
Kewaspadaan Dini, bidang
Kerjasama Intelijen, Kewaspadaan Dini,
Pemantauan Orang Kerjasama
Asing, Tenaga Kerja inteligen,
Asing dan Lembaga Pemantauan Orang
Asing, Kewaspadaan Asing, Tenaga
Perbatasan Antar Kerja Asing dan
Negara, Fasilitasi Lembaga Asing,
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
Kewaspadaan, serta Perbatasan antar
Penanganan negara, Fasilitasi
Konflik di Daerah Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta penanganan
konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Jumlah Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Koordinasi Pimpinan Hasil Pelaksanaan
Daerah Forum Koordinasi 72 Dokumen

Kabupaten/Kota

Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota
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2.3.2. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Batam masih menghadapi berbagai permasalahan yang

mempengaruhi kinerja organisasi maupun kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor

eksternal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mendukung pencapaian

sasaran pembangunan daerah.

A. Permasalahan Internal

1.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD mengamanatkan bahwa belanja
hibah dalam rangka hubungan antarlembaga pemerintah dan/atau
instansi vertikal dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam. Ketentuan tersebut menimbulkan kebutuhan akan sumber
daya aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang teknik
sipil/bangunan guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan hibah vertikal secara akuntabel dan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Nomenklatur subkegiatan beserta indikator kinerja sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan output
pelaksanaan kegiatan hibah vertikal. Kondisi ini menyebabkan belum
optimalnya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

kegiatan, dan pengukuran kinerja.

Keterbatasan alokasi anggaran masih menjadi kendala dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Kondisi tersebut
berdampak pada belum optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan
tugas berbagai forum dan kelembagaan mitra, seperti Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK),
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),
Lembaga Adat, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, partai politik,
serta forum strategis lainnya dalam mendukung penyelenggaraan

pembangunan daerah.
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B. Permasalahan Eksternal

1.

Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,
wawasan kebangsaan, nasionalisme, serta bela negara di sebagian

masyarakat.

Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,
termasuk aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah

apabila tidak dikelola secara tepat.

Derasnya arus globalisasi dan masuknya budaya asing yang tidak selaras
dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila berpotensi
mempengaruhi perilaku masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga

berdampak pada terjadinya degradasi moral dan nilai-nilai kebangsaan.

Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai demokrasi,
penegakan hukum, hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik secara
damai, yang berpotensi memunculkan konflik sosial dan disintegrasi

masyarakat.

Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan kualitas

pendidikan politik, kaderisasi, dan penguatan kelembagaan demokrasi.

Masih adanya potensi konflik politik dalam penyelenggaraan pemilihan
umum sebagai akibat belum optimalnya pemahaman masyarakat

terhadap etika dan budaya politik yang demokratis.

Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan
keputusan masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan demokrasi yang

lebih inklusif.

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi
masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan target maupun rata-

rata nasional.

Berbagai permasalahan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Di sisi internal,

tantangan berupa penyesuaian regulasi, keterbatasan kompetensi sumber daya

aparatur, ketidaksesuaian nomenklatur dan indikator kinerja kegiatan hibah

vertikal, serta keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas pelaksanaan

program dan kegiatan. Sementara itu, dari sisi eksternal masih terdapat

berbagai dinamika kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan yang

memerlukan perhatian melalui penguatan ideologi Pancasila, peningkatan
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wawasan kebangsaan, penguatan pendidikan politik, pemeliharaan kerukunan

masyarakat, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur, penyempurnaan tata kelola dan regulasi, penguatan sinergi dengan
instansi vertikal dan seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan
pendanaan yang memadai agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat berjalan secara efektif, efisien,
dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran
pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala

Daerah yang tertuang dalam RPJMD periode yang berlaku.

2.3.3. Kondisi Lingkungan Dinamis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
menghadapi berbagai dinamika lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi
kualitas pelayanan perangkat daerah. Dinamika tersebut berupa tantangan
yang harus diantisipasi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam
mendukung terciptanya stabilitas politik, keamanan, ketenteraman, serta
kehidupan masyarakat yang harmonis.

Beberapa tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Batam dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah antara lain:

a. Kondisi geografis Kota Batam sebagai wilayah perbatasan dan kawasan
strategis nasional yang berbatasan langsung dengan negara lain
memberikan dampak terhadap tingginya mobilitas penduduk, arus
informasi, budaya, dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut selain
memberikan manfaat bagi perkembangan daerah juga berpotensi
menimbulkan kerawanan di bidang ideologi, politik, sosial, budaya,
ekonomi, dan keamanan yang memerlukan penguatan kewaspadaan dini
serta koordinasi lintas sektor.

b. Tingginya tingkat heterogenitas masyarakat Kota Batam sebagai daerah
tujuan migrasi dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan
karakter sosial yang beragam menjadi tantangan dalam menjaga persatuan

dan kesatuan. Keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan gesekan
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sosial apabila tidak diiringi dengan penguatan nilai-nilai Pancasila,
wawasan kebangsaan, toleransi, dan semangat kebhinekaan.

Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akibat urbanisasi dan
migrasi berdampak terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan
sosial, politik, dan kemasyarakatan yang membutuhkan pengelolaan
secara terpadu melalui koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan
pemangku kepentingan lainnya.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang sangat cepat
memberikan tantangan dalam penyebaran informasi yang tidak benar
(hoaks), ujaran kebencian, provokasi, serta paham-paham yang dapat
mengganggu stabilitas sosial dan politik masyarakat.

Masih adanya potensi berkembangnya paham intoleransi, radikalisme, dan
aliran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat
mempengaruhi kerukunan masyarakat dan memerlukan upaya
pembinaan, pencegahan, serta deteksi dini secara berkelanjutan.
Dinamika politik daerah dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
kualitas demokrasi menjadi tantangan dalam meningkatkan pendidikan
politik masyarakat, memperkuat etika politik, serta mendorong partisipasi
politik yang sehat dan demokratis.

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Kota Batam yang pesat belum
sepenuhnya sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga masih
terdapat potensi permasalahan sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas

masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.

Di samping berbagai tantangan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Batam memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dalam

pengembangan pelayanan perangkat daerah, antara lain:

a.

Posisi strategis Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pusat
industri, investasi, pariwisata, dan logistik internasional menjadi peluang
dalam memperkuat kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi dengan
berbagai pihak untuk mendukung terciptanya daerah yang aman,
kondusif, dan berdaya saing.

Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan
politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pemeliharaan

stabilitas politik dan keamanan daerah menjadi landasan dalam
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meningkatkan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam.

c. Terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik dengan Forkopimda, instansi
vertikal, penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama,
tokoh masyarakat, lembaga adat, serta forum-forum strategis daerah
menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat dan
pencegahan potensi konflik sosial.

d. Keberadaan forum kemasyarakatan seperti Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan (PPWK), serta organisasi kemasyarakatan lainnya menjadi
peluang dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga
persatuan, kerukunan, dan ketahanan sosial.

e. Perkembangan teknologi informasi dan penerapan  digitalisasi
pemerintahan memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas
pelayanan, penyebarluasan informasi, pelaksanaan pendidikan politik,
penguatan komunikasi publik, serta optimalisasi sistem deteksi dini
terhadap berbagai potensi gangguan stabilitas daerah.

f. Tingginya perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan
daerah dapat menjadi modal sosial dalam mendukung pelaksanaan
program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam,
khususnya dalam bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan,

demokrasi, dan peningkatan kerukunan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam perlu mengoptimalkan berbagai peluang yang tersedia sekaligus
melakukan mitigasi terhadap tantangan yang berkembang melalui penguatan
kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur,
penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, serta
peningkatan peran aktif masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat berjalan secara efektif
dalam mendukung terwujudnya stabilitas politik, keamanan, kerukunan sosial,

dan kualitas demokrasi di Kota Batam.
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2.4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
memperhatikan saran dan pendapat DPRD yang dituangkan dalam bentuk
pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut merupakan
hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, konsultasi publik,
forum perangkat daerah, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), yang selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam
penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2027,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah melakukan telaahan
terhadap pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat
yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi terhadap usulan yang diterima,
belum terdapat usulan masyarakat maupun pokok-pokok pikiran DPRD yang
secara langsung berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Namun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tetap
memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dalam penyusunan program
dan kegiatan Tahun 2027, khususnya dalam mendukung penguatan ideologi
Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, peningkatan
kerukunan sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pemeliharaan
stabilitas politik dan keamanan daerah.

Penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam Tahun 2027 selanjutnya diarahkan untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan
kebijakan pemerintah daerah, isu strategis daerah, hasil evaluasi kinerja tahun

sebelumnya, serta kebutuhan pelayanan perangkat daerah.

Tabel 2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Kota
Batam Tahun 2027

NO | Pengusul | Usulan Uraian Alamat | Status | Volume | Satuan Prioritas Program OPD
Pekerjaan | Lokasi Pembangunan | Prioritas | Tujuan
Daerah Akhir

NIHIL
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2.5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada
masyarakat

Pengembangan inovasi daerah merupakan salah satu upaya strategis
dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat
reformasi birokrasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada
masyarakat. Pemerintah Kota Batam terus mendorong terciptanya budaya
inovasi melalui fasilitasi, pembinaan, pendampingan, dan pengembangan
inovasi pada seluruh perangkat daerah melalui Makmal Inovasi Daerah. Inovasi
yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi solusi terhadap berbagai
permasalahan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya pelayanan
publik yang lebih efektif, efisien, dan adaptif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, khususnya dalam bidang pembinaan
ideologi Pancasila, wawasan Lkebangsaan, pendidikan politik, serta
pemeliharaan stabilitas sosial dan politik daerah, telah dikembangkan inovasi
pelayanan masyarakat berupa Pojok Audisi.

Pojok Audisi merupakan media edukasi dan komunikasi kebangsaan
yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-
nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Inovasi
ini menjadi sarana dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan toleransi, serta
mencegah berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi yang dapat
mengganggu harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

Melalui pelaksanaan Pojok Audisi, diharapkan terjadi peningkatan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kota Batam terhadap nilai-nilai
kebangsaan, sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter, etika
sosial, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta berperan aktif dalam
menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

Keberadaan inovasi Pojok Audisi merupakan salah satu bentuk
kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam mendukung
prioritas pembangunan daerah Tahun 2027, khususnya dalam penguatan
wawasan  kebangsaan, peningkatan kerukunan = masyarakat, dan

pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
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Tabel 2.6 Pengelompokan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam Tahun 2025 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Batam

Tahun 2027
Prioritas Urusan Inovasi Jenis Permasalahan Manfaat Outcome Indikator
Pembangunan | Pemerintahan yang
Didukung
Prioritas Kesbangpol Pojok NonDigital | Partisipasi Edukasi Wawasan Indeks
3: Penguatan Audisi masyarakat kebangsaan | kebangsaan Wawasan
: . Kebangsaan
Inklusi Sosial rendah .
meningkat
untuk
Mewujudkan
Pembangunan
yang
Berkelanjutan
dan Adil
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagaimana tertuang dalam
Bab II, diketahui bahwa capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan
adanya indikator yang telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan,
serta masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai atau melampaui target,
kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah
berjalan secara efektif serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran perangkat daerah. Capaian tersebut menjadi dasar dalam
mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada tahun
berikutnya melalui penguatan strategi, optimalisasi sumber daya, serta

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target
Renstra, dilakukan evaluasi terhadap faktor penyebab ketidaktercapaian, baik
yang berasal dari aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, keterbatasan
sumber daya, dukungan anggaran, maupun dinamika lingkungan strategis
yang mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi
tersebut menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program, kegiatan, dan

target kinerja Tahun 2027.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
menetapkan target dan sasaran kinerja Tahun 2027 dengan
mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia, tren capaian
kinerja tahun sebelumnya, kebijakan pembangunan daerah, serta kebutuhan

peningkatan pelayanan perangkat daerah.

Penetapan target Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian
sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yaitu
meningkatkan kualitas pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan,

pendidikan politik masyarakat, penguatan kerukunan sosial, peningkatan
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kewaspadaan dini, serta terciptanya stabilitas politik dan kondisi daerah yang

kondusif.

Dengan demikian, target dan sasaran Tahun 2027 merupakan hasil proses
evaluasi dan penyesuaian yang bertujuan agar pelaksanaan program dan
kegiatan perangkat daerah tetap selaras dengan target jangka menengah dalam
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025-2029

serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam Tahun 2027

No Tujuan/Sasaran PD Indikator Tujuan/Sasaran PD Tzagg;t
Terwujudnya stabilitas | Angka Konflik yang terfasilitasi 36 Konflik

daerah yang harmonis untuk
keselarasan dan keserasian
hidup bermasyarakat

1 Terwujudnya masyarakat | Persentase masyarakat sasaran dan ASN | 96%
yang berwawasan | yang mendapatkan penguatan ideologi
kebangsaan dan berideologi | Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
pancasila

2 Penguatan peran serta | Persentase masyarakat dan partai politik | 95%
masyarakat dalam | yang dibina
kehidupan berpolitik

3 Meningkatnya Kualitas dan | Persentase Organisasi masyarakat yang | 75%
Kuantitas Organisasi | aktif dan berkinerja
Masyarakat yang dibina

4 Meningkatnya Ketahan | Persentase konsolidasi kerukunan antar | 100%

Ekonomi, Sosial, Budaya | agama
serta toleransi kerukunan

bermasyarakat
Persentase Kelurahan Bersih Narkoba | 92%
(BERSINAR)
4 Optimalnya penanganan | Persentase Penanganan Potensi Konflik 85%
potensi konflik sosial
S Meningkatnya kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat 90

pelayanan pemerintahan

3.2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat

Daerah

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam
Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk mendukung pencapaian Prioritas
Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia,
serta selaras dengan Prioritas Kota Batam yaitu Penguatan Inklusi Sosial untuk
Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Adil. Arah kebijakan ini

difokuskan pada penguatan ketahanan ideologi, kehidupan demokrasi,
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kerukunan masyarakat, dan stabilitas daerah sebagai fondasi utama
keberhasilan pembangunan.

Pelaksanaan arah kebijakan dilakukan melalui pemantapan pemahaman
masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara,
demokrasi, dan hak asasi manusia guna membentuk masyarakat yang memiliki
karakter kebangsaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta mampu
menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka memperkuat ketahanan sosial masyarakat, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Batam juga mengoptimalkan upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba melalui pembentukan dan penguatan Kelurahan
Bersinar (Bersih Narkoba), serta meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan harmoni
kehidupan antarumat beragama sebagai bagian dari penguatan inklusi sosial.

Selanjutnya, arah kebijakan diarahkan pada peningkatan pembinaan,
pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan melalui penguatan
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah
dalam menjaga persatuan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta
mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi daerah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Batam melaksanakan pendidikan politik dan peningkatan
literasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, organisasi
kemasyarakatan, serta kelompok strategis masyarakat. Kebijakan ini bertujuan
meningkatkan partisipasi politik yang cerdas, bertanggung jawab, dan
berlandaskan nilai-nilai demokrasi.

Dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat, arah kebijakan juga difokuskan pada penguatan kewaspadaan dini
daerah melalui peningkatan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi
tersebut diarahkan untuk mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan,
mencegah konflik sosial, serta menjaga kondusivitas daerah yang menjadi
prasyarat utama bagi kelancaran pembangunan dan investasi.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Batam juga menerapkan arah kebijakan berupa

peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik
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melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas aparatur,
pemanfaatan  teknologi informasi, serta penerapan  prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (good governance).

Melalui arah kebijakan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam berkomitmen mewujudkan masyarakat yang berideologi Pancasila,
demokratis, harmonis, toleran, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat,
sehingga tercipta kondisi daerah yang aman, tertib, inklusif, dan kondusif
sebagai landasan dalam mendukung terwujudnya Kota Batam yang maju,

berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 3.2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau,
Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027

Prioritas Nasional Prioritas | Prioritas Kota Batam | Arah Kebijakan Perangkat
Provinsi Daerah
PN1. Memperkokoh P3. Penguatan inklusi | 1.Pemantapan pemahaman
Ideologi Pancasila, sosial untuk masyarakat terkait nilai-
Demokrasi,dan Hak mewujudkan nilai ideologi pancasila,
Asasi Manusia; pembangunan yang karakter kebangsaan dan
berkelanjutan dan wawasan kebangsaan
adil dalam kehidupan
bermasyarakat

2.Mengoptimalkan
pembentukan kelurahan
bersinar (Bersih Narkoba)
dan meningkatkan
peranan FKUB (Forum
Koordinasi Umat
Beragama)

3.Penguatan Koordinasi
Organisasi Masyarakat
(ORMAS), memfasilitasi
implementasi peraturan
Ormas

4.Melaksanakan
pendidikan politik kepada

pemilih pemula,
organisasi dan
masyarakat.
S.Mengoptimalkan
koordinasi dengan

instansi terkait dan forum
FKDM, POA, PKS, FDPD
dan FORKOPIMDA
6.Melaksanakan  efisiensi
dan efektivitas pelayanan
pemerintahan
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada perencanaan tahun
2027 merupakan tahun ke-tiga dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 Adapun
rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi
dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk Tahun
2027 melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 32
(tiga puluh dua) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu

indikatif tersaji dalam tabel berikut:

43



4.1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

] UHSUR FEHERIHTAHAH UHUH w1357 #753M 1. 770 594591
I 1] KESATU AN EAHGSA DAW POLITIK 41957 475391 a4 778 594 591
BAD AH KESATUAH BAHGEA [ AH PCLITIH §1.I57 AF53M 9. 770 591591
2 M 01 PROGR AM PEHUHJAHG Indehs Pelayanan 95 95 Indehs 11785 S4x 437 a5 13.471.381 4804 Badan Keratwan
URUS AH Kesehretariatan PP Bangsa Pan Politih
FEMERIHT AHAH
PAERAH
KAEUPRATEM FEO T A
75,30 M Té.dn Badan Keratuan
Bangsa Pan Politih
L] m LiA] .. Ferencamnaan, Fersentaze dokumen 100 1.704 700 100 1540k bk Badan Keratuan
Fenganggaran, dan perencanaan, perrentaze Bangsa Pan Pelitik
Evaluari Kinerja | penganggaran, dan
Feranghat vaerzh evaluari yang tersusun
rervai dengan tahapan
dan wa ktu
k) m [} 2.1 0011 Penyusunan Dakumen | lumlah Daokumen 1 Dokuman l.0a3.400 [ Kala PEMDARAT AN -Rriaritas -Prinritas Kala Pameriniah Z 1000000 Badan Kesaluan Bangsa
Perencanaan Perangkat | Parencanaan Parangkal Ealam ALl DAERAH  Masianal | Eatam 3. Kifa Dan Palitik
Daerah Dae mh [raD| Memparkakah Panguatan inklusi
Idealagi saifal untok
Pancasila, mawujudkan
Demakmsi, dan pembangunan
Hak Asasi yanyg
Manuiia; berkelanjutan dan
adil
a m LB 2.1 1007 Evaluasik nerja Perangkal Jumlah laparan Evaluasi 3 laparan a4lA00 [ Kaila PENDARAT AN -Briaritas - rin ritas Kala Pemeriniah 1 5.000.000  Badan Kesaluan Bangia
Daerah Kmera Parangkal Daerah Ealam ALl DAERAH  Masianal | Eatam 3. Kifa Dan Palitik
[raD] Mamparkakah Panguatan inklusi
Idealagi saifal untok
Pancasiila, mewujudkan
Demakmsi, dan pembangunan
Hak Lsasi yanyg
Manuiia; berkelanjutan dan
adil
B0 01 1. Administrasi Kevangan | Fersentase pegawai yang 1005 A TE0 40175 1005 11428 979051  Badan Keratuan
peranghat baerah menerima layanan Fersentase Bangsa Pan Politih

adminbtrasi hewangan

44



ol ol an? oool lenyediaan Gaji dan lumlah b rrg yang Menedns 4 drrglbulan BBT0.TE0.2TE [ota I CHCAlATAL lrioritas BLUYIH [ota lemerintah ) LS To B4 T80 Badan [esatuan Birgma
Tunjangan Al Gaji dan Tunja rgan A5l Eatam CHI mrni Lisieml |, Eatan i [eta Ean loktt
[RE.14] #Mewperkokoh lergquatan ink bisi
ldeologi spsial wneuk
la naasila. mewujudban
fennknmsi. dan pEm bingunan
La b dsasi yang
#a nusia : berkebk rjutan dan
adil
ol ol 2.2 opo2 lenyediza n Adwinsts lumlah Cetumen lasil 12 febumen 160000 [eta I CHEAlATAL lrieritas - lreritas Lotz lemerintah 12 LIE 44000 Badan [esatuan Eimgma
lelabsaraan Tugas A5l lemwedizan Adwinstmsi Etam LHI MOl lasiom |l I. Bataw i [11-] Fan loktk
lebksanaan Tugas A5l (L #emperkokoh lerguatan ink bsi
ldeolegi sesial wntuk
lanaasila. mewujudban
fempkmsi. dan pem bingunan
ik Asasi ying
#a nusia berkeb jutan din
adil
ol ol [ Adwindistresd Persentese A5l yirg IZ Pementase 11T &ET o0 1z BE Tl WO Exdun lesstunrn
lepegiwiin n Pemnghet ditingtatban Bargsn  Ban Pohitt
Lrenh Evwpete nstnya
ol ol ans opo2 lengadaan lakian lBinas lumlah laket lakaian Bnas 5§ laker LR ] [ota I CHCAlATAL lrioritas BLUYIH [ota lemerintah ) ERBRE 472 Badan [esatuan Birgma
beserta Atribut beseta Atrbut [ekergbapn Eatam CHI mrni Lisieml |, Eatan i [eta Ean loktt
[elengkapannya (L] #Mewperkokoh lergquatan ink bisi
ldeolegi sesial wntuk
la naasila. mewujudban
fennknmsi. dan pEm bingunan
Tab dsasi yang
#a nusia berbeb rjutan din
adil
ol ol 208 ooo lendidikan dan  lelabhan lumlah legawai Bendasirban P B 000 fota I CICATATAL lrioritas - Irpritas [ota lemerintah i H.llg.128 Badan [esatuan Bimgm
legawai Berdasarkan | Tugas dan Fungsi ying Bitam At et | lasienal 1. Bataw . Iota Ban lohitit
Tugas dan Furgsi Hergibuti lendidiban  dan [IEL]] Mewperkekch lerguatan ink bsi
lebtilan ldeolegi sesial wntuk
lanaasila. mewujudban
fenctmsi. dan pem bingunan
Lak Asasi in
#a nusia ; berteb rjutan dan
adil
ol ol DB Ad windstrn sl | wuw Perse it se pewEnube n oo X HEE2: R 1o 455 ORI E T4 Exdan lessturn
Ferirgbit  Dremh peliganin uwun PerEmase Bargsn  Ban Pohitt
perkante roon
ol ol 2oe | ool lenyediaa n Iomporen lumlab  laket lomporen I la ket 025500 | [otra 1 TRCAIATAN lripritas Slredas Lok lemerintah 1 G.065.261 | Badin lesatuan Bargm
Instalasi Insta bsi listiblleremnga n Eatam CHI mrni Lisieml |, Eatan i [eta Ean loktt
listrikllenerangan Bangunan [anter yang [IEL] Mewperkekch lerguatan ink bsi
Ea ngunan L2 ntor Fisediaban ldeologi spsial wneuk
la naasila. mewujudban
fennknmsi. dan pEm bingunan

Fak Asasi
#a nusia

ying
berkeb rjutan dan
adil

45



ol ol 2,08 o2 lemediaan lembtandan lumbh laket lembtan dan B laker 14156 100 fota IINEAIATAL slhriprikas - | ris rikas fota lemerinta h 3 161 548.171 Badan [esatuan BErgs
levkrgba gn bantor lerlengbapin  Lanker  ying Bitam AL WOAL | lasiomal . Bitaw 5. lota Banloktik
Fisedia ban 1 1Ak #ewperkoboh lenguitan ink bsi
ldeelegi sesia |l wntulk
la naasila. wewujudban
facknsi.  dan pemba nguni n
P b o dsasi yang
#anusia berte bnjutan din
adil
ol [} 2.06 oot lewedizan Batan logiskk lumbh laket Bihan logistik I laket G.8H4.B0D fota IINIATAL slhripritas - | rin ritas ok lemerintah [101) 20.000 000 Badan [esatman Bmam
larer Cantor yang Meediaban Btam LHI monal Lisiona | I. Eitawm 1S ok [nlchbk
1Ak Wempertoboh lenguatan ink bsi
ldeelegi sesii | wuntulk
la naasila. wewujudban
tewctnsi.  dan pEm bangum n
1a b Asasi yang
#anusia : berke bnjutan din
adi
ol ] 2,06 oo § lenyediaan Biraing lumbh laket Bamng Cetaban 2 laker 14,826 300 fota IR IATA slhriprikas - | ris rikas fota lemerinta h 2 15.852.200 Badan [esatuan BErgs
Cetaban dan lenggandian din  lenggandian  ying Bitam AL WOAL | lasiomal . Bitaw 5. lota Banloktik
Fisedia ban 1 1Ak #ewmpertoboh lenguatan ink bsi
ldeelegi sesial untuk
la naasils. mewujud kan
fenckrsi. dan pembanguran
P b o dsasi yang
#anusia berte bnjutan din
adil
] [ ] 2.06 ooy lemeErggamin lapat luwmlah laporan 12 lapem n 162 16607 § fota IHmIATAl slripritas - | rip ritas ot lemerinta h 12 28% 548 212 Badan [esatuan FBargm
[eerdinasi dan [ensukas lenyelenggaraan lapat Etan LHI mnal lisiom | I. Eitainm i ot fanlehtk
e feerdimsi dan [orewltasi 11k #emperbekbeh lenguitan ink bsi
e ldeelegi sesii | wuntulk
l'a naasila. mewujud kan
LT NIR TN dan pembangumin
L b o Asasi yang
#anusia : berke bnjutan din
adi
LU I Pergadean  Errang  MHE [ Persentse realisasd roex I 575 ke 00 UL | 096 BOE 4B | By den lesatunn
brernh Fenun|s ng pengedin n burang wikit Fementise Barngsn Fan PolHE
lrusun Pewerinta h dienh sesund LI TR
fenh keb wuba n
ol ol 2.07 o2 lergadaan fendiman lumbh Irt [endiman [Fimas I 1t FRE G0 000 fota IINEAIATAL slhriprikas - | ris rikas fota lemerinta h 1 BEE.§%0 G5E Badan [esatuan BErgs
Binis Npensioral  atau Fpemsioa | ataw  lapangan Btam LHI woal lisioma | I. Eitawm i fota Bnlohbk
I3 rgan g bisedia ban 1Ak Wemperkoboh Ienguatan ink bsi
ldeelegi sesii | wuntulk
la naasils. mewujud kan
fenckrsi. dan pembanguran

Fa b dsasi
#a nusia ;

yana
berte bnjutan din
adil

46



ol ol a7 ooog lengadaan #ebel lumbh laker Mebel yprg 2% D BRI ALLO00 | [ pr g ILIB1aTAl slrMoritas - Irortas [ora lemerintah 2 200420 000 Eadan [esatuan Bargsm
Bise dia tan Ratin Al [ZIaEh Lasicma | 1. Bataw . feta Ban | ohtik
KL Mewperkekeh lenguatan inklusi
lderologi sosial wntuk
lanaasila. newujud kan
[LETI TN dan pem ba ngum n
Ia b dsasi yang
M nwsia: berkebnjutan dan
a dil
ol ol a.nt [0 lengadaan lembtan dan luwbh It lenktan dan 16 1 it 197.43.200 | Leta TraaTal sl rieritas - Irpntas etz lemerintah 18 198990 410 Badan [esatuan Bargsm
Wesin lainm Mesin lainnya ¥ang Btam L LI L1 Lasiem | 1. Eatawn i lota Can loltik
Fisediaban 11Ak Mewmperkoboh lerguatan inklusi
lderologi sosial wntuk
lanaasila. newujud kan
beankrsi. dan pem banguma n
Ia b dsasi yang
M2 nwsia berkebnjutan dan
a dil
] ] zo7 U] lengadaan  Sarara  dan | luwk b Drt farana dan ] blIlota ILNGA AT AL lripritas - Irpritas et lewerintah I 10,500 .000 Badan [esatuan Bargsa
IRsanm lenduburg Irsamma lendubuny Gedurg Rtam Al FALIAN lasional I Eatan [N lota Can loftik
Gedung [antor atau Lanter atau  EBangunanm 1L Mewmperkoboh lerguatan inklusi
Bangunan  lainmga lrinma  yarg Bisediaban lderologi sosial wntuk
lanaasila. newujud kan
beankrsi. dan pem banguma n
Fa b dsasi yang
M nwsia: berkebnjutan dan
a dil
ol ol 0B Pernyedinan lisa Perse ntase ren Hsn st oo % G645 RET oo EIl i0l DE4 Exdon lesatun n
Fe nun|s ng lrusam| penyedinen |5 Persertase Eurgss  Dan Fohub
Peuednenban Liemh pERUR|ERY sesunt
PEFERAN REE N
ol ol 2.08 o2 lenyediaan lasa luwbh laprn lewedaan 12 lapern 240000 | [eta TraaTal sl rieritas - Irpntas etz lemerintah 12 2 Badan [esatuan Bargsm
lemunibasi, Jumber Mw lisa [ewuntasi. lumber Btam L LI L1 Lasiem | 1. Eatawn i lota Can loltik
Hir dan listrk faya Mir dan listdb yrg 1L Mewmperkoboh lerguatan inklusi
Bisedia kan ldeelegi sosial  wntuf
lanaasila. newujud kan
L XTI TR dan pem ba ngum n
Fa b Asasi yang
M2 nwsia berkebnjutan dan
adi
ol ol 20 | oot lenyedizan lisa lebynan luwbh lapern lewediaan i lapenn HEDELYET | [ora 1L AT Slrieritas - Iripritas ot lewerintah [H ZIIWLERS | Badanm [esatuan Bargm
Tuum [antor lasa lebyaran Twum [antor Rtam Akl FALIAN lasional I Eatawm [N lota Can loftik
vang Bsediaban KL Mewperkekeh lerguatan inklusi
lderologi sosial wntuk
lanaasila. newujud kan
LETIT TR dan pem bangum n
Fa b Asasi yang
M2 nwsia berkebnjutan dan
a dil
ol ol ok Peuehhamin Earirg Persentase Bnng #hk looX 147 TG M0 | 00% I1% EB% 0§l Exden lesutunn
Mt Ceem b Penufarg kienh g dipehta m perserkise Exrgss  Dan Pohnk
I rusan Peuerrtn ban | don bedurgst dergen btk
frenh

47



ol ol 2.0 ooel lenyediaan lasa lumbh kerdaman Peroramgan I Init 40000 fota ILIBATATAL clrioritas - Iripdtas (115 lemerintah | 1.2r%.e2s Badan lesitwan Bangsa
lewmefiharaan. Biaya s atau [endiraan fims Batam Al ALY lagiona | I. Eatawm i [ota Fan lobftik
lemehiteman din lajak | lbatin prg Fipehihira dan 1nae Wewperboke b lerguatan inklusi
fendarian lemrangan | dikyarkan lajakny ldeelegi spsia | untuk
Finas atau [endaraan la naasila. mewujudtban
Finas liktan bewebrasi. din pembangunin

La b Aasacsi yang
#inusia: berkebnjutan dan
adil

ol ol 2.0% apn2 lenyedizan laga luwb h [endiman Binas I oDt 5620 000 [ora ILIBA1ATAL clriopricas + Iriptas (15] lemerintah b TN 1] Badan [esaitwan Bangsa
lewmefiharaan. Fiay: bpemsenal atau lapngan Fatam aill Falnal lasiena | . Eatanm 1 [13-] Fan o itik
lemebteman  lajat dan| yang  bipelihara  dan 1At Wewperkotoh lerguatan inklusi
ledcinan [endiraan Finas | dibayarkan  lajak din ldeelogi spsia | unted
bperasieral atau lapangan lercina nnya la naasila. mewujudtan

temotrasi.  dan pewbangunin

La b Aasacsi yang

#inusia: bertebnjutan dan
adil

ol or | 2.0% | dooe leweikman leralitan umbkh lembtin din Mesin % it EEIREL -3 I 1L 1ATA T Slripritas - Irin fitas Iota lewerintah i 8257157 | Badan [esituan Bangsm
dan Kesin lainng lainnya yang Fipeilan Batam Al Eallal lagiona | I. Eatawm i [ota Fan lobftik

1AL #enperkebe h lerquatan inklusi
ldeelegi spsia | untuk
la naasila. wewujudtban
temotrasi.  dan pewbangunin
Ta b hsasi yang
Manusia: terkebnjutan dan
adil

ol (13 PRCG RAM PEIGIATAL Pementise lebijukan loox lonx § EED BRE REI loo% § REE RET LEE Exdan lesatunn
IBEQ LEG | PALCAS ILA decleq Ponansln din Fermentise Eangst  Fan Pohedkb
Eal IdRAITEER lornbter lebangsunn
TEEAIGS A4l yirg Mihksenbin

U} [ ol Peruwisin leb[nbn lebnbrn deeleg din E bebuwen §Iip BNE BRIl L3 i FEB FETIIE Exdan lesaturn
Tekws  don Pewentapan | lorebter lebungsnnn Bangst  Fan Pohibdd
Pl bsumann Biding | yirg dihasiibin
Weologt  Prarsh din
limbter lebangsion

ol 02 2. [diliH lebtsamaan [ebijaban & luwbh Frang yang Mergitud IG5 hnng 417,750 .000 [ora ILIBA1ATAL clriopricas + Iriptas (15] lemerintah 2o0 00000 D00 Badan [esaitwan Bangsa
BFidarg ldeckgi Wawsan lebbsanaan [ebijaban  di Batam Al Eallal lagiona | I. Eatawm i [ota dan Fan lobftik
felrgsaan EBelh legara. Bidarg Idec kb gi Wawasan 1AL #enperkebe h lerguatan inklusi Mesanmkat
Laratter Bingsa. | [etangsain. Belh  legim. Ideologi sosia | untwk
lewburan lcbargsaan | lambter Birgsa. leawbumn la naasila. wewujudtban

EFinebs  Turgma| k2 dan
Sejamb Lebargsaan

lebangsaan. Brek Tumgml
lka dan Sejarah [ebangsian

bemobrazi. dan
La b dsa i
#inusia:

pembangunin
yansg
berkebnjutan din
adil

48



nl oz | ol oo lebksanaan [eordinasi i | lumbh drng wrg Merngitod 0 P ang SEDSONO0 | [oka 1L 1ATAT “lripritas - | ri fita 5 [ota lemerntah 9o BBY . SEIANE Fadin [esatian Bargm
Bidang Meokgi Wawasan | [oordinasi & Bdarg Heologi Eatam asll FALIAL lasienal | Eatawm 18 [ota dan Bnlokbk
[ebargsaan. Beb legam. | Wawasan [ebangsaan.  Eeb [LEL] Mewperko ko h lerguata ninkhs Moy rkat
[arabrer Eangsa. | lemam. Larabter  Fargsa. ldeclegi sesial wntuk
lembauran [etangsaan | lembumn [ebangsaan. la noasila, mewujudtban
bireka Turggal I dan | Bineta Tunggal Ik dan LITI1 N dan pembangunin
fejarah [ebangsaan Sejamh [ebargsaan Ta b dhsasi yang
Manusia; bertebnjutan din
adil
ol 0z z.ol i3 lewbentukan dan| lumlh Teluarga vyang IT0 Cebama &4 529000 fota ITIEA AT AL slrioritas - lriprtas [133] lemerintah (L] 158 %46 268 Badan [esatuan Bargm
lerumbuban [amkter | Mengibutd  lewbenuban din Eatam asll FALIAL lasienal | Eatawm 18 [ota dan Bnlokbk
[eluarga #Melilui | lenumbuhban Larakter 1TAR Memperke ko h lerguata ninkbs Ho s nkbat
lenngkatan [esadinn | [ebargs Mebbi lennglatin ldeclegi sesia | untub
Masyarakbat aban | [esadairan Masyambat Akan la noasila, mewujudtkan
| erki rgnya lerghayatan | lertirga  lerghiyatan dan XTI TN dan pembangunin
dan lergawalan lanmsib | lergamabn lanmsbh dabw Ta b dhsasi yang
dalaw  Sewws  hspeb | Semws  hspeb lehidupn Wanusia: terbebnjutan din
[ehdupan  Bermasym bar. | Bermaspm bat. Eerbargsa. adil
bertargsa. dan Beregana dan Beregan
[} 0z .0 [ lembentuba n laskibe k2 mb hhagk baka i 'mm 0749021 [eta LN ATl - Irinnitas [eta lemerintah Hi .40 540D Bdan [esatuan Bangsa
fataw aill rallAl Eatanm i fota dan Bnlelbk
1Ak lerguata ninkhs Moy rkat
sesia | wuntuk
mewujudtban
pembangunin
yang
bertebnjutan din
adil
ol 0z z.ol oo lewmbinaan lanjutan | lapprn lasil  lembman ! kumen EE0EEE.000 | [ota ICH 1ATAl lrioritas - I rinrita s [ota lemerintah H SEERENER Bdan [esatuan Bargsa
tepda lurma paskibn k2 la njutan bepada Batan aill LI EL] lasiemal |, Eatawm 1 [ota dan Bnleltl
buta  laraasib lurna paskibra ka2 Puta [LEL] Mewperko ko h lerguata ninkhs Moy rkat
larmasib ldeclogi sosia ]l wuntuk
la naasila. mewujudkan
XTI TN dan pembangunin
Ia b dsasi yang
Manusia; bertebnjutan din
adil
nl 0z o ool lelaksaman tugas | lapern  lasil lebksaman il fwhumen 159G 045000 [ [eta ILIBA AT A slrivritas « Iriprita s [L1F] lemerintah i S0E AG0.000 Bdin [esatuan EBangma
lurm paskibrba Puta | Tugas lurmpaskibm ks [uka fataw aill rallAl Lisiemal 1. Eatanm i fota dan Bnlelbk
larmsib lanmsib [LEL] Mewperko ko h lerguata noinkhs Masyrabat
ldeclogi sosia ]l wuntuk
la noasila, mewujudtban
LITI1 N dan pembangunin
Fa b hsasi yang
Manusia; bertebnjutan din
adil
il [ H PROGEAM Pementize  peEndidiban §i [ §i Femenmase b |40 0 EE |65 Lt} IEEDS §IEST4 | Endan lesutunn

FELIGI AT AL PERAI
FARTAL  POLTI &N
LEmEAG 4 PEICICIIA T
MELALIL  PEREIEINAN
FoLITII Eal
PEIGEMEANGATL ETHA
SERTA BIEAYA PFOLTII

pohtik  yarg dileksarabn n

Brgs Pan Fohnk

49



i [0 ol Feruw san  lebuten Juwlt h sestnlHnst IE legntn B a0 0 EE |65 IE VEEOS SIESTS [ Buden lesatunn
Teknds din Pewnkapin pendidibin pehuk yung Borgsn Ban Fohtb
Pelubsr nn n Bda diliksann kun
Perdidiba n PohHE. Eeibe
Budnyu Politt k.

Peningboten

bewpkna. Fusilitasi

lele wbuogoan

Pewerints hoon.

Perwabtlin  din Prrem

Poletk. Fewtlthe n

lwuw/Peuthhan | wuw

lepals  Paemh. serta

Pewn i un n Htunst

Politi £
Fememnse tetepstan  din BE Pemerase B4 Eadin lesatunn
besesurdnn pr Borgsn  Ban Pohidb
pertanggung|uweban
partet pohak

ol [ z.ol il lebksanaan [ebijaban & | lumbh brarg yarg Mergibud 400 Wrrg B.1 26 B4Z. 16§ [ota ICH 1ATAl lrioritas - I rinrita s [ota lewmeirnta b 2400 12 5% 456,106 Bdan [esatuan Bargsa
Bidang lendidiban loltik. | lebbsaman  [ebjaban  d Eatam asll FALIAL lasienal | Eatawm 18 [ota dan Bnlokbk
[tita GBudaya lohitib. | Bidirg lendidiban  lobtt, 1TAR Memperke ko h lerguata ninks Ho s nkbat
leningbatan Cemobrs. | [rika Eudaya Io Keqk. ldecologi spsial wntuk
Fasiftasi [elewbagaan | ledrgbatan Cempkrasi. la naasila. mewujudkan
lemedntaban.  lemakibn | Fasikitasi [elembagaan XTI TN dan pembangunin
dan  laread lohtik. | lemedntahan. lerwa bibn Ta b dhsasi yang
lewifban Dwumilewifhan| dan lamai loltik. lewilkan Manusia: bertebrnjutan dan
lTuun [epab PBaerah. | Twumilenilihan Inun adil
sera lewarcauan Stuas | [epak Baerah.  serta
loitibdi Rem h lewmarkauan Situasi lelidb &

Faerah

ol [ z.ol oo lebksanaan Monterirg. | lumlah laporin lasil I+ lapemn 15180000 [ota ITIEA 1ATAL slrioritas - lrptas fota lewmerintah It ZI+ 476468 Bidan [esatuan EBamgma
[whasi din lebperan & | Menitering. valas din Batan aill LI EL] lasiemal |, Eatawm i [ota dan Bnleltl
Biding lendiditan leltik, | lelaperran di Bida ng 1TAR Memperke ko h lerguata ninkbs Ho s nkbat
[tika EBudaya Iohrik. | lerdiditan [[3L118 [rita ldecologi spsial wntuk
leningbatan Cempbrs. | Buday  lolrik.  lenngkatan la naasila. mewujudkan
Fasiftasi [elembagaan | Pennkrisi. Fasikitasi XTI TN dan pembangunin
lemedntatan,  lemakibn | [eEwbigaan lemednta han, Fa b hsasi yang
dan lartad lobtik. | lerwakibn dan laai loknk. Manusia: bertebnjutan din
lewiflan Dwumllewifban| lewifhan Iuwunilewiitan adil
lTuun [epab Paerah. | Imum [epb Paerah sema
sema lewarcavan Gtwasi | lewamtauan Stuas lohidk &
loiik di Rem b Faerah

ol 4 FPROCGERAM Persentsse pESETEN [ M Pementize I DET TEO Don &l T44F 055 TTE Boden lesutunn
PEMEERCA TH Al LAl peuberdaynan dan Borgsn  Ban Fohtb
PEILGAYW AL A pPEMGEIWESE N Crguniss
CRGa D158 I lewnspambntan
TEMAS Y 4 RATATAL

[} 04 i0l Perus san lebijuban | Juwle h Eetowendnsi L1 I 0ET TE0 Dop Hi T44L 035 TTE Eadin lesatunn
Tebrs  din Pewentapan | lebtjoben E1dn ng Febewendisi Borgsn Fan Pohnb
Pelnksinman bBdirg | Pewberdoynan dan
Pewberdiynan don | Pergewasin LT HE
Pergumsin Crgensadd | lewnsyermbaten yung

lewnspmkata n

diliksann b n

50



ot [ o4 | 2.0t | o00f | ichbamaan Gebijakan di [ lusbh Varg yrg Mergikut H0 brang 1020760000 | [ota 1CHEA1ATA N rioritas ripAtas loka lencrintah ] 2H2085.TT6 | Badin [esatuan Bangss
Bidang lendaftaran | leblsaman [ebljatan i Btaw Asll mnal Lisieml!l 1. Batawm i [eta dan ban loktt
Fruas. lemberdayaan | Bidarg lendaframn  brmas, [REL] Mewperke ko b lenguitan inkhs Masyarabit
browas, [wiluasi dan | lemberdayaan Froas, ldeelegi sesial  wuntuk
#iediasi  Senglbets  Brmas. [va luasi dan Mediasi la naasila . mewujudban
lengawasan  hrmas  dain | Senglketa Froas. encknsi. dan pem banguna n
Fruas Asirg i Berh lengawasan brmas  dan Ta b Asasid Yang
Vruas Asig i lerah #a nusia berkeb jutan din
a dil
ol i PRGGRAM FEMEIAA T Pementse lebjnkrn L' Y6 PemEntise I ZB5 4% Don LS 4 T4 DE% BER Exdan lesat ur n
cal FENGEMEAL Ga 1 Fewbinnun don Eargss  Ban Foheik
LETALARAL EIGICH], | Pengewbangan letihnon
SCIML. DAL Bl EBAYA Etorowi.  Sosml.  Budiya
din s3nWE yEIng
dile ks u nn kn n
Pementise Ielum ban LU S oo Exdun lesat un n
dengin 1 TH lelum b n Persentis e Exrgsn  Ban PoHelk
Eerira r 1 kHF
ol i} zol Perumuse n lebjabin | Juwlih lelum ban yang B4 lelurnhe n I ZBE 4% Dop B4 4 TT4 DR BEY Exdun lesab ur n
Tekds  din Pewsvkiprn | MewiHEH Satges lelurben Brrgsn  Ean Fohitik
Pelnksarann Bdeng | Eersih din Lurkoba
lete baran Ebonout. |Bersinnr]
Testal den Budiye
FEmEnt 5B letuhn nn n 0 PermEntise BT Exdun lesstur n
Eelusrgn  yang difesthtes Eurgss  Ban Pohretk
nl of | 2.0l U lebbsaman [oordinasi di | lusbh drrg wg Mengibub Hoo brrg 1265 4% 1000 [ota LoealaTal slrioritas - Iriritas [ota lemerintah Iin +oITHE2E BEY Badan [esatuan  Bangsa
Eidang Cetabanan | [oordinasi di Eidang Btan asll mnal Lasiermal |. Eatam [ [ota dan ban lokek
[bereni.  lesial Budaya [etataan  [kenemi. Jegal [RE1]] Mewmperto ko h lenguitan inkhs Masyarakat
din Fasiftis lemegatlan | Budiya dan Fa silitasi ldeelegi sesial  wntulk
lenpbguraan larterika . | leneegaban lersabguraan l:s naasila . newujudban
Fisiitasi [embunan Dwat | Darkotika. Fasilitasi enokrsi. dan pem banguna n
Eemgama  dan lerghayt | [emburan  Dwat  Bemgama Ia b Asasi Yang
Ceperayaan di Baerah dan  lenghimt [epermyaan Ma nusia : berkeb jutan din
di lenh a dil
ol (1] FRGCGE RAM Fementise Fe bew e ndi 51 L] Ei Ferenase i6 B0 4T 166 BB §§ 350 po0 000 Exdun lesat un n
FELIN Gl aTal sl Felobso nmun Eargss  Ban Foheik
Il EXASPFARAAL loordinesi Eidang
TASIGIA L Eal lewsspadinn Tastoral
FEINING I ATAL din Ferngbiten I htns
I'1T ALITAS Eal din FusiHen st Pe o
FASILITAL lenfk Semnl
FELARGA DAL ICIFLII
SGIRL
ol oe | E0l Peruw san lebijabon ketowendosi Frorus En i6 BOR 4T SBE 0 i3 NS0 000 000 | Badan lesstunn
Tekns din Peliksaran n Eewespadien dirt din Fetewendesi Eurgss  Ban Pohretk
Pewrntoprn LTI bowhE  semnl

lewsspadan n Dasieral
din Perargaran lonfh
5 estal

di diemh

o1



Perientase Masyarahat
yamg mendapathan
pemahaman Hewnipadaan

dan Betehsi Bini

B Perientase

Badan Kesatuan
Bangia Dan Politik

Fenyusunan Eahan
Perumusan  Kebijakan  di
Eidang  Kewaspadaan Dini,
Kerjg  jama  Intelijen,
Pemantauan rang  Asing,
Tenaga Kefa Asing  dan
Lembaga asing
Kewaipadaan Perbatasan
antar  Megara,  Fasilitas
Kelembagaan Eidang
Kewaspadaan, serta
Fenanganan Konflik di
Caerah

Jumlah  Kebijakan di Eidang
Kewaipadaan Eini, Kerja
fama  Intelijen, Pemantauan
O mng  Asing, Tenaga Kerja
asing  dan  Lembaga dsing,

Kewaspadaan Pemhatasan
antar Megara, Fasilitasi
Kelembagaan Eidang
Kewaipadaan, iefta

Penanganan Konflik di Daemh
yang Cisusun

32 Cokumen

34.254.05%. 968

cPrioritas
Hazional I.
empe tkokoh
Ideologi
Fancasiila,
Cemok rasi, dan
Ha k asasi
Manusia;

- Frinrta Kota

Eatam £

Penguatan inklusi
sosial  wntuk
mewuvjudkan
pembangunan
fang
berkelanjutan dan
adil

badan Kesatuan Eangia
Can Politik

Pelaksanaan  Koordinasi  di
Eidang Newaipadaan Dini,
Kerja  fama Intelijen,
Pemantauan rang  Asing,
Tenaga Kefa Asing  dan
Lembaga asing
Kewaspadaan Purbatasan
antar  HWegara,  Fasilitasi
Kelembagaan Eidang
Kewaipadaan, ierta
Penanganan Konflik di
Caerah

Jumlah ©mng yang dMengikuti
Koordinasi di Eidang
Kewaspadaan ini, Kerja
fama  Intelijen, Pemantauan
2 mng  Asing, Tenaga Kerja
aiing  dan  Lembaga Asing,

Kewaspadaan Pemhatasan
antar Hegara, Fasilitasi
Kelembagaan Eidang
Kewaipadaan, iefta

Penanganan Konflik di Daerah

124 Grang

S04.732.000

SPrioritas
Masional I.
Mempe rtkokoh
Ideologi
Pantasila,
Gemok rasi, dan

Hak asasi

Manusia;

- Prisrta Kota

Eatam 3.

Penguatan inklusi
sosial  untuk
mewvijiudkan
pembangunan
fang
berkelanjutan dan
adil

Badan Kesatuan Eangsa
Can Politik

Pelaksanaan Forum
Koordinasii Fimpinan
Daerah KabupateniKota

lumlah  Cokumen Hasil
Felaksanaan Forum
Koordinasi  Pimpinan  Daemh
Kabupatenikota

13 Cokumen

LB 50575 400

PEHCAFATAHN
AL DAERMH
|PaC
PEHCARATAH
A5l DAERIH
| PFAD|
PEHCAFATAH
A5l DAERIH
|PaC

SPrioritas
Masional I.
empe tkokoh
Ideologi
Pantaiila,
Cemok rasi, dan

Hak asasi

Manuiia;

- Prioritas Kota

Eatam 3.

Penguatan inklusi
sesial  wntuk
mewuvjodkan
pembangunan
fang
berkelanjutan dan
adil

badan Kesatuan Eangia
Can Politik

TOTAL

&2 15T 0F5 I¢1

52



4.2. Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas
daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian
SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang

urusan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027
disusun sebagai penjabaran dari arah kebijakan pembangunan daerah
sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Batam Tahun 2027. Penyusunan
program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan
prioritas pembangunan daerah, mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional, serta memperhatikan isu-isu strategis daerah dan kebijakan
pembangunan yang bersifat tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam Tahun
2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfokuskan pelaksanaan program
pada peningkatan kualitas demokrasi daerah, penguatan ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya masyarakat, peningkatan kewaspadaan dini terhadap
potensi konflik sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, peningkatan
pendidikan politik masyarakat, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta
penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam
menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Pelaksanaan program
tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib,
kondusif, dan mendukung iklim investasi serta percepatan pembangunan
daerah.

Rencana pendanaan pada Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan prioritas secara efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel sesuai kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian anggaran
dilakukan  berdasarkan  prinsip money follows program  dengan
mempertimbangkan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga setiap rupiah
anggaran memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.

Selain mendukung prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memberikan kontribusi terhadap
pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam RKPD
Tahun 2027 dan RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya pada agenda penguatan
ideologi Pancasila, demokrasi, supremasi hukum, stabilitas politik dan
keamanan nasional, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan

pendidikan politik masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan,
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peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai Pancasila, pencegahan
radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi, serta deteksi dini dan penanganan
potensi konflik sosial secara terpadu.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, urusan
pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak termasuk urusan yang
memiliki kewajiban pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena
itu, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2027 tidak diarahkan untuk memenuhi indikator SPM, melainkan
difokuskan pada pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, indikator
kinerja daerah, serta sasaran pembangunan yang mendukung terwujudnya
stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan nasional di daerah.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik juga mendukung berbagai kebijakan pembangunan tematik yang
ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Batam melalui
pendekatan kolaboratif lintas sektor. Dukungan tersebut diwujudkan melalui
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan
koordinasi dengan instansi vertikal, aparat keamanan, penyelenggara pemilu,
organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh adat,
tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam rangka
menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,
serta menciptakan iklim pembangunan yang aman, harmonis, dan
berkelanjutan.

Dengan demikian, rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Batam Tahun 2027 diharapkan mampu memberikan kontribusi
nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, mendukung
keberhasilan target pembangunan nasional, serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang berkualitas melalui terciptanya stabilitas politik, keamanan,
dan ketahanan bangsa di Kota Batam. Berikut ini dukungan program RKPD

Kota Batam Tahun 2027

Tabel 4.2 Dukungan Program RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional Dukungan Program | Pagu 2027 Perangkat
RKPD Kota Batam Daerah
Tahun 2027
Pengampu
Prioritas Nasional 1: 1. Program Penguatan | 5,230,855,922.00 | Badan
Ideologi Pancasila dan Kesatuan
Memperkokoh Karakter Keb
Ideologi Pancasila, araxter nebangsaan Bangsa dan
Politik
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Demokrasi, dan Hak
Asasi

Manusia (HAM)

2. Program Peningkatan
Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan

Politik dan
Pengembangan Etika

Serta Budaya Politik.

6,140,022,165.00

3. Program
Pemberdayaan dan

Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan.

1,027,760,000.00

Prioritas Nasional 8:

Memperkuat
Penyelarasan

Kehidupan yang
Harmonis

Dengan Lingkungan,
Alam, dan

Budaya, serta
Peningkatan

Toleransi antar umat
Beragama

untuk Mencapai
Masyarakat yang

Adil dan Makmur

13. Program Pembinaan
dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya

1,263,491,000.00

Badan
Kesatuan

Bangsa
Politik

Dan
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BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 merupakan ukuran
keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam
mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah dan mendukung pencapaian target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. IKU
disusun untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan
politik serta menjadi dasar evaluasi kinerja perangkat daerah.

Pada Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
menetapkan lima Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan fokus
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

1. Angka Konflik yang Terfasilitasi dengan target 36 konflik. Indikator ini
digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam
memfasilitasi penyelesaian konflik sosial melalui upaya deteksi dini,
koordinasi, mediasi, serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya. Peningkatan target dari realisasi tahun 2025
menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas
penanganan konflik demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat.

2. Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan
Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan target 96%. Target ini
merupakan upaya percepatan peningkatan pemahaman masyarakat dan
Aparatur Sipil Negara terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan
wawasan kebangsaan, pembinaan karakter, serta kolaborasi dengan berbagai
pemangku kepentingan.

3. Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina pada Tahun 2025
ditetapkan dengan target sebesar 91%. Berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan kinerja, indikator tersebut berhasil direalisasikan sebesar 94%,
sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kepada
masyarakat dan partai politik telah berjalan secara efektif serta didukung oleh

koordinasi dan partisipasi para pemangku kepentingan.
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Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2025 yang telah melampaui target,
serta sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan
keberlanjutan pembinaan kepada masyarakat dan partai politik, maka target
indikator Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina pada Tahun
2027 ditetapkan meningkat menjadi 95%. Penetapan target tersebut
mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, potensi peningkatan yang
masih dapat dioptimalkan, serta tetap memperhatikan prinsip realistis,
terukur, dan selaras dengan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batam dalam Renstra Tahun 2025-2029.

4.  Persentase konsolidasi kerukunan antaragama dengan target 100%. Target ini
menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk mempertahankan
kondisi kehidupan masyarakat yang harmonis melalui koordinasi dan
pembinaan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh
agama, organisasi keagamaan, dan instansi terkait dalam menjaga toleransi
serta mencegah potensi konflik berlatar belakang keagamaan.

5. Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) dengan target 92%.
Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas
pembentukan dan pembinaan Kelurahan Bersinar sebagai bagian dari strategi
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap
narkotika melalui sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), aparat
penegak hukum, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta partisipasi aktif

masyarakat.

Secara keseluruhan, Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 diarahkan
untuk memperkuat ketahanan ideologi, menjaga stabilitas politik dan
keamanan daerah, meningkatkan kualitas demokrasi, memelihara
kerukunan masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang
aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pencapaian target-target
tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif serta terciptanya
kehidupan masyarakat Kota Batam yang aman, harmonis, demokratis, dan

berwawasan kebangsaan sesuai dengan target RPJMD Tahun 2025-2029.
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Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2027 dan
Target Akhir Tahun 2030

N Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi | Target Target
o} 2025 2027 Akhir
2029
Angka Konflik yang terfasilitasi Konflik 31 Konflik | 36 187

Konflik Konflik

1 | Persentase masyarakat Persentase 40% 96% 96%
sasaran dan ASN yang
mendapatkan penguatan
ideologi Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan

2 | Persentase masyarakat dan Persentase 94% 95% 95%

partai politik yang dibina

3 | Persentase konsolidasi Persentase 100% 100 100%
kerukunan antar agama %
Persentase Kelurahan Persentase 87.5% 92% 96%

Bersih Narkoba (BERSINAR)

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Berdasarkan ketentuan yang berlaku serta hasil penelaahan terhadap
dokumen perencanaan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam pada Tahun 2027 tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang
ditetapkan. Oleh karena itu, tidak terdapat target maupun realisasi
Indikator Kinerja Kunci yang disajikan dalam dokumen Renja Tahun 2027.

Meskipun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik tetap diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU),
indikator program, dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 serta RKPD Kota Batam Tahun 2027.
Seluruh program dan kegiatan tetap diarahkan untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan
stabilitas politik, keamanan, ketenteraman masyarakat, peningkatan
wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta pencegahan dan
penanganan konflik sosial di Kota Batam.

Dengan demikian, meskipun tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci
pada Tahun 2027, pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

tetap dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil
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melalui indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan

tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Batam Tahun 2027

No

Indikator Kinerja Kunci

Satuan

Realisasi
2025

Target
2027

NIHIL
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada
umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang
partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani
dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap
memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari

segi fisik maupun penganggarannya.

6.1. Catatan Penting

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
Tahun. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027
disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai
panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis
operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota
Batam Tahun 2025-2029

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027
memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 6
(enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.
Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan

terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi
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dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas
pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan
kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan

dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini
bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-

sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Batam Tahun 2025 - 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas

dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai
berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan
pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus
memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya
(RPJMN, RKPD Provinsi; RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan
Renstra Perangkat Daerah.

2. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 adalah
dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar
dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan
baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang
bersumber dari APBN.

6.3. Rencana Tindak Lanjut
Program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka
mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah,
maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu
sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah

Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program,
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kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja
Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;

3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas
yang semakin komplek dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek,
pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan
kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;

4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi,
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, maka seluruh aparatur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara berjenjang, bertanggung
jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi
peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam

pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

WALI KOTA BATAM
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